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pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku 
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pengaturan pemberantasan mafia tanah dalam hukum positif di 

Indonesia dan upaya hukum dalam penyelesaian pemberantasan 

mafia tanah di Indonesia, serta akibat hukum pencegahan dan 

pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Maraknya kasus-kasus 

mafia tanah yang begitu banyak dan masih banyak yang belum 

terselesaikan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan sengketa 

pertanahan dan/atau konflik sosial dalam bidang pertanahan. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya 

berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 
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BAB 

1 PENDAHULUAN 

 

Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang amat 

penting dalam kehidupannya. Di atas tanah, manusia dapat 

mencari nafkah seperti bertani, berkebun, beternak, dan lain-lain. Di 

atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat 

bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk 

perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai 

macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. 

Sebagai suatu aset yang sangat strategis, selanjutnya negara turut 

andil mengatur mengenai tanah yang berada di dalam wilayah 

negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 

88'�15,�������\DQJ�EHUEXQ\L�´%XPL��DLU��GDQ�NHND\DDQ�DODP�\DQJ�

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kHPDNPXUDQ�UDN\DWµ� 

Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 

tersebut, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal 

dengan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut 

UUPA). Dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA ini disebutkan bahwa: 

´%XPL�� DLU� GDQ� UXDQJ� DQJNDVD� WHUPDVXN� NHND\DDQ� DODP� GL�

dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai 

RUJDQLVDVL� NHNXDVDDQ� VHOXUXK� UDN\DWµ�� \DQJ�PDQD� SDVDO� WHUVHEXW�

merupakan embrio lahirnya Hak Menguasai Negara (selanjutnya 

disebut HMN).  

PENDAHULUAN 
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BAB 

2 HUKUM AGRARIA 

 

Istilah Agraria berasal dari kata akker (Bahasa Belanda), agros 

(Bahasa Yunani) berarti tanah pertanian, agger (Bahasa Latin) berarti 

tanah atau sebidang tanah, agrarius (Bahasa Latin) berarti 

perladangan, persawahan, pertanian, agrarian (Bahasa Inggris) 

berarti tanah untuk pertanian. Dalam Blacks Law Ditionary 

disebutkan bahwa arti agrarian adalah relating to land, or to a division 

or distribution of land; as an agrarian laws Menurut Andi Hamzah, 

agrarian adalah masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan 

atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, kerikil, 

tambang, sedangkan yang ada di atas tanah bisa berupa tanaman 

dan bangunan. 

Pengertian agrarian menurut Andi Hmzah, dan Subekti dan 

R. Tjitrosoedibio mirip dengan pengertian real estate yang 

dikemukakan oleh Arthur P. crabtree, yang menyatakan bahwa hak 

milik (property) dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Real property 

2. Personal property 

Real property juga disebut Real estate adalah tanah dan segala 

sesuatu yang secara permanen melekat pada tanah (real estate is land 

and everything that is permanently attached to it <land>). 

Real estate  : Selama sesuatu (benda) itu terletak di atas tanah 

(melekat pada tanah). 

Personal property : Apabila sesuatu (benda) itu terlepas dari tanah. 

  

HUKUM AGRARIA 
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BAB 

3 MAFIA TANAH 

 

A. Pengertian Mafia 

Arti mafia berasal dari bahasa Italia. Begitu juga dengan 

sejarah mafia yang bermula dari salah satu nama kelompok mafia 

di Italia. Arti mafia memang berkaitan dengan kelompok orang 

terlibat dalam kejahatan atau tindak kriminal. 

Arti mafia seringkali memiliki konotasi yang negatif. 

Sebab, arti mafia merujuk pada tindak kejahatan dan 

kriminalitas. Tidak heran kalau mendengar kata mafia langsung 

tertuju pada sebutan seorang pelaku kejahatan dan kriminalitas. 

Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mafia terkait 

dengan dunia kejahatan. 

Melansir dari KBBI, arti mafia adalah perkumpulan 

rahasia yang bergerak di bidang kejahatan atau dikenal dengan 

kriminal. Jika disimpulkan, maka arti mafia digunakan untuk 

menyebut seseorang yang terlibat dalam tindak kriminal atau 

kejahatan. Sementara jika merujuk pada perkumpulan atau 

kelompok mafia, anggotanya disebut dengan mafioso. Arti 

anggota mafia tersebut yakni pria terhormat. Selain itu arti mafia 

berasal dari bahasa Italia yakni Morte Ala Francia Italia Anela. Arti 

mafia dari singkatan tersebut adalah Kematian Bagi Perancis 

adalah Italia. 

Arti mafia kini memiliki konotasi negatif serta terkait 

dengan tindak kejahatan. Sementara, istilah mafia tersebut juga 

memiliki beberapa jenis tergantung pada tindak kejahatan yang 

dilakukan. Di antara istilah lain dalam tindak kejahatan yakni 

mafia sebagai berikut: 

MAFIA TANAH 
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BAB 

4 DASAR HUKUM PENGATURAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH  

 

A. Hukum Positif di Indonesia 

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah 

hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun 

tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara 

khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan 

atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Hukum 

positif juga dapat dimaknai sebagai tata hukum yang berlaku 

pada waktu tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Detailnya, 

hukum positif merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi 

suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. 

Hukum positif mencakup beberapa unsur di antaranya 

Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan 

masyarakat, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang 

berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan sanksi terhadap 

pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum positif 

Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis 

(peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum 

adat). Sumber hukum positif Indonesia memiliki dua, yakni 

sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. 

1. Undang-Undang 

Undang-undang menjadi suatu peraturan yang 

memiliki kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh 

penguasa negara. Sebagai contoh undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan 

sebagainya. Undang-undang sering digunakan dalam 2 

pengertian, yakni undang-undang dalam arti formal dan 

DASAR HUKUM 

PENGATURAN 

PEMBERANTASAN 

MAFIA TANAH 
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BAB 

5 UPAYA HUKUM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH  

 

A. Jenis Upaya Hukum di Indonesia 

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh 

Undang-Undang kepada seseorang ataupun kepada badan 

hukum untuk melawan putusan hakim. Secara umum dapat 

diartikan sebagai cara untuk untuk menyelesaikan 

permasalahan. Ada 2 (dua) jenis penyelesaian permasalahan 

hukum yaitu melalui proses litigasi (pengadilan) maupun non-

litigasi (diluar pengadilan). Kedua model tersebut ada 

dikarenakan terdapat kemungkinan penyelesaian permasalahan 

tidak dapat dilakukan melalui satu upaya saja. 

Seperti yang dipaparkan di atas, Berdasarkan ketentuan 

perundang - undangan di Indonesia, ada 2 (dua) alternatif jalur 

penyelesaian yang diberikan kepada para pihak yang 

bersengketa ketika menghadapi pemasalahan hukum baik itu 

pada perkara pidana, perkara perdata maupun perkara Tata 

Usaha Negara (TUN), yaitu: 

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi; dan 

2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi. 

Jalur litigasi merupakan jalur penyelesaian suatu perkara 

atau permasalahan hukum antara para pihak baik dalam perkara 

pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara (TUN) yang 

diselesaikan melalui jalur hukum (penyelesaian perkara di 

pengadilan). Hal mana dalam perkara pidana, proses pelaporan 

dan pemeriksaan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan 

merupakan bagian dari penyelesaian perkara melalui jalur 

litigasi. 

UPAYA HUKUM 

PEMBERANTASAN 

MAFIA TANAH 
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BAB 

6 AKIBAT HUKUM PENCEGAHAN DAN  PEMBERANTASAN MAFIA TANAH  

 

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh 

peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh 

perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat 

melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga 

dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya 

suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. 

Lebih jelas lagi, akibat hukum adalah segala akibat yang 

terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek 

hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang 

disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang 

bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat 

hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah 

muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu 

diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut: 

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum 

terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu 

perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum; 

2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan 

dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur 

dalam hukum (undang-undang). 

Contoh:  

1. Timbulnya hak dan kewajiban si pembeli dan si penjual tanah 

merupakan akibat dari perbuatan hukum jual beli tanah antara 

pemilik tanah dengan pembeli 

AKIBAT HUKUM 

PENCEGAHAN DAN 

PEMBERANTASAN 

MAFIA TANAH 
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